BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Setelah membahas dan menganalisis rumusan masalah diatas, maka dapat
ditarik kesimpulan yang tertuang dari penjelasan tersebut. Oleh karena itu kesimpulan
yang dapat ditarik dari rumusan masalah yang pertama berkaitan dengan kriteria untuk
menentukan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga dapat
dinyatakan sebagai tindak pidana yaitu pelanggaran terhadap suatu hukum yang hidup
dan berkembang dalam masyarakat yang tercantum dalam Rancangan Kitab Undang —

Undang Hukum Pidana yaitu :

1. Pelanggaran hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau
hukum adat dapat menjadi suatu tindak pidana dimana hal tersebut serupa
dengan pelanggaran hukum pidana yang tertulis. Pelanggaran tersebut
dikatakan sesuai dengan tindak pidana karena sesuai dengan pasal 12 ayat
(2) Rancangan Kitab Undang — Undang Hukum Pidana dimana pelanggaran
hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dikatakan sebagai
suatu tindak pidana juga.
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2. Dalam mengetahui pelanggaran terhadap hukum yang hidup dan
berkembang itu sendiri sesuai dengan penjelasan pada bab dua dimana yang
termasuk pelanggaran hukum yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang
atau sekumpulan perseorangan yang mengganggu atau mengancam atau
menyinggung atau merukas keseimbangan dalam kehidupan persekutuan
bersifat material atau immaterial terhadap seseorang atau terhadap
masyarakatberupa kesatuan. Sehingga jika ada yang melakukan tindakan
seperti yang dijelaskan dikalimat sebelum ini maka orang tersebut
dikatakan telah melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum adat atau
delik adat, sekaligus tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak
pidana dimana telah dijelaskan juga pada pasal 12 ayat (2) Rancangan Kitab
Undang — Undang Hukum Pidana.

3. Penjelasan pada pasal 2 ayat (2) dalam Rancangan Kitab Undang — Undang
Hukum Pidana menjelaskan bahwa yang termasuk hukum yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat yaitu hukum yang berlaku dalam tempat
hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang dan sesuai
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum
umum yang diakui masyarakat beradab. Selain itu ada pula penjelasan dari naskah
akademis Rancangan Kitab Undang — Undang Hukum Pidana dimana yang
dimaksudkan dalam hukum yang hidup dan berkembang yaitu hukum adat. Oleh
karena itu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat merupakan
hukum yang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Rancangan Kitab Undang — Undang
Hukum Pidana atau hukum adat yang sesuai dengan penjelasan pada pasal

tersebut.

Sedangkan kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis rumusan masalah yang
kedua mengenai apakah pemberlakuan pasal 2 ayat (1) Rancangan Kitab Undang —

Undang Hukum Pidana merupakan suatu penyimpangan terhadap asas legalitas.
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Menurut penulis hal tersebut merupakan suatu penyimpangan terhadap asas
legalitas yang merupakan suatu asas yang fundamental. Penyimpangan tersebut
dapat dilihat dari pengertian asas legalitas itu sendiri dimana suatu tindakan
dapat dikatakan melanggar suatu peraturan jika perbuatan tersebut sudah
terlebih dahulu dirumuskan secara tertulis. Sedangkan dalam hukum yang
hidup dan berkembang dalam masyarakat atau pasal 2 ayat (1) Rancangan Kitab
Undang — Undang Hukum Pidana merupakan hukum yang tidak tertulis. Hal
tersebut terdapat suatu perbedaan yang sangat jelas dimana yang satu tertulis
dan yang satu lagi tidak tertulis.

. Penulis berpendapat bahwa hukum yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat merupakan hukum yang turun temurun dan tidak semua orang pada
daerah tersebut mempunyai pemahaman maupun penghayatan yang sama
terhadap suatu norma atau hukum itu sendiri, meskipun barangkali masih
terdapat sesepuh atau ketua adat.

. Adapun keberagaman dari hukum yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat atau hukum adat yang membuat penentuan hukum yang seperti apa
dan yang mana dapat dikatakan sebagai hukum yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat. Selain itu di setiap daerah pun memiliki aturan — aturan atau
norma — norma yang berbeda — beda.

Menurut penulis dengan bentuk hukum yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat yaitu tidak tertulis, maka ~memungkinkan terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan dalam pembentukannya maupun dalam
pelaksanaan hukum itu sendiri yang dapat menyebabkan hilangnya atau
pudarnya nilai — nilai dari hukum yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat.

. Para penegak hukum akan kesulitan untuk melakukan penegakan hukum yang
hidup dan berkembang dalam masyarakat. Seperti hakim pun akan menjadi
kesulitan dalam memutus suatu perkara mengenai pelanggaran hukum yang

hidup dan berkembang dalam masyarakat, hal tersebut karena terdapat
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penempatan hakim yang mudah untuk di rotasi dimana terdapat kemungkinan
jika hukum yang merupakan suku jawa menjadi hakim di daerah sumatera.
Hakim pun akan menjadi kebingungan untuk memutus perkara tersebut. Tak
hanya hakim, para penegak hukum lainnya pun akan mendapatkan kesulitan
dalam penerapan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau
hukum adat itu sendiri, karena jika melihat dari sejarahnya dalam penyelesaian
suatu sengketa adat diselesaikan oleh pemimpin adat atau orang yang khusus

untuk menyelesaikan suatu pelanggaran hukum adat itu sendiri.

5.2.SARAN

Dengan melihat penjelasan di analisis juga melihat dari kesimpulan yang ada

maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut

1. Oleh karena pemberlakuan pasal 2 ayat (1) Rancangan Kitab Undang —
Undang Hukum Pidana dirasa kurang tepat dan kurang efektif, karena
dengan pemberlakuan pasal tersebut menyebabkan hukum yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat atau hukum adat akan menjadi dituliskan di
peraturan perundang — undangan setiap daerahnya masing — masing.
Sedangkan pemahaman dari setiap hukum yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat itu sendiri beragam dan berbeda — beda, dan jika
dirumuskan dalam suatu peraturan perundang - undangan akan
memungkinkan terdapat unsur politis yang mungkin justru dapat merubah
nilai — nilai dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau
hukum adat itu sendiri. Sehingga menurut penulis lebih baik dan lebih
efektif untuk memperbaharui Undang — Undang Darurrat nomor 1 tahun
1951 tentang Tindakan — Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan
Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan — Pengadilan Sipil,

dimana menurut penulis dengan pembaharuan terhadap undang — undang
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tersebut justru tidak akan merubah nilai — nilai utama dari hukum yang
hidup dan berkembang dalam masyarakat atau hukum adat itu sendiri.

. Saran berikutnya jika Rancangan Kitab Undang — Undang Hukum Pidana
ini telah secara sah diberlakukan maka perlu ada kerja sama antara pembuat
peraturan daerah dengan para pemuka adat. Kerja sama ini diperlukan
dalam merumuskan hukum adat itu sendiri menjadi hukum tertulis, selain
itu kerja sama tersebut bertujuan agar nilai — nilai hukum adat yang ada di
dalamnya tidak berubah dan tidak hilang.

. Adapun saran berkaitan dengan kinerja penegak hukum, dimana dalam
pemberlakuan Rancangan Kitab Undang — Undang Hukum Pidana ini para
penegak hukum harus dapat mengikuti perubahan hukum yang ada dengan
cepat. Kinerja para penegak hukum sangat penting dalam pemberlakuan
pasal mengenai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,
karena para penegak hukum sebagai orang — orang yang paling depan dalam
pengimplementasian Rancangan Kitab Undang — Undang Hukum Pidana

ini.
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